
BUPATI GARUT,

: a. bahwa sehubungan adanya penyesuaian belanja, maka
Peraturan Bupati Garut Nomor 140 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Garut
Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu
dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 140
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4355);

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

Menimbang

TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 140 TAHUN 2019

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 43 TAHUN 2020

BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT



23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5694);

24. Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5950);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6041);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6057);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6178);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6206);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6244);

30. Peraturan Pemerintah Nomor56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6279);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6322);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6323);

33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor33);
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44. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor249);

45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam
Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor250);

46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)dan/ atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor377);

47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Cadangan Dana AlokasiKhusus (OAK)Fisik Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor678);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan WakilKepala
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005
Nomor 17);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2008 Nomor34);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor6);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019 Nomor 10);

53. Peraturan Bupati Garut Nomor 140 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019 Nomor 140) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 40
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020
Nomor40);
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Diundangkan di Garut
pada tanggal

Pj. SEKRETARISD~~.r~UPATEN GARUT,

ZAT ZAT MUNAZAT
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR

,
~RUDYGUNAWAN

-

Ditetapkan di Garut
pada tanggal

)t11--BuPATI GARUT,1)_

?

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalamBeritaDaerah KabupatenGarut.

Pasal II

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Garut
Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran2020 sebagaimana te1ahdiubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan
KetujuhAtas Peraturan Bupati Garut Nomor140Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, serta
LampiranII Peraturan Bupati ini.

Pasa13

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehinggaberbunyi sebagaiberikut:

Pasa12

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam LampiranI Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan sejumlah Rp96.297.604.686,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp11.000.000.000,OO

Jumlah Pembiayaan Netto Rp85.297.604.686,OO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp-
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Diundangkan di Garut
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS D~UPA~EN GARUT,

ZAT ZAT MUNAZAT
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR

"­
RUDY GUNAWAN

Ditetapkan di Garut
pada tanggal

B U PAT I GAR U T,

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Pasal II

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Garut
Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketujuh Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, serta
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasa13

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa12

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasall tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Rp-

Rp96.297.604.686,00

Rpll.000.000.000,00

Rp8S.297.604.686,00

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan sejumlah .

b. Pengeluaran sejumlah .

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan
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Diundangkan di Garut
pada tanggal

.,. Pj. SEKRETARIS ~ ~UPATEN GARUT;)I

ZAT ZAT MUNAZAT
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR

RUDY GUNAWAN

ttd

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 - 7 - 2020
B U PAT I GAR U T,

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalamBeritaDaerah KabupatenGarut.

Pasal II

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Garut
Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan
KetujuhAtas Peraturan Bupati Garut Nomor140Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, serta
LampiranII Peraturan Bupati ini.

Pasa13

3. Ketentuan Pasa13 diubah, sehinggaberbunyi sebagaiberikut:

Pasa12
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal1 tercantum dalam LampiranI Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan sejumlah Rp96.297.604.686,00

b. Pengeluaran sejumlah Rpl1.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp85.297.604.686,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp-
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Diundangkan di Garut
pada tanggal

pJ. SEKRETARIS DAE~KAB~EN GARUT,

ZAT ZAT MUNAZAT
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR

RUDY GUNAWAN

ttd

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 - 7 - 2020

B U PAT I GAR U T,

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannyadalamBeritaDaerah KabupatenGarut.

Pasal II

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Garut
Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan
KetujuhAtas Peraturan Bupati Garut Nomor140Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, serta
LampiranIIPeraturan Bupati ini.

Pasa13

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehinggaberbunyi sebagaiberikut:

Pasa12
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal1 tercantum dalamLarnpiranI Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasa12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan sejumlah Rp96.297.604.686,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp1l.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp85.297.604.686,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp-
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KRISTANTI WAHYUNI, SH
NIP. 19740608200501 2009

ZAT ZAT MUNAZAT
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR 43

Mengetahul
Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

~

ttd

Diundangkan di Garut
pada tanggal 29 - 7 - 2020

pJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

RUDY GUNAWAN

ttd

Ditetapkan di Garut
pada tangga129 - 7 - 2020
B U PAT I GAR U T,

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannyadalamBeritaDaerahKabupatenGarut.

Pasal II

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Garut
Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan
KetujuhAtasPeraturan Bupati Garut Nomor140Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, serta
LampiranIIPeraturan Bupati ini.

Pasa13

3. KetentuanPasal 3 diubah, sehinggaberbunyi sebagaiberikut:

Pasa12

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal1 tercantum dalamLampiranI Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal2 diubah, sehinggaberbunyi sebagaiberikut:

3. PembiayaanDaerah
a. Penerimaansejumlah Rp96.297.604.686,00
b. Pengeluaransejumlah Rp1l.000.000.000,00
Jumlah PembiayaanNetto Rp85.297.604.686,00
Sisa LebihPembiayaanAnggaran
Tahun Berkenaan Rp-
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